SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012

Menimbang :

Mengingat

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

bahwa pasar merupakan salah satu potensi daerah yang dapat
menggerakan roda perekonomian di daerah, terutama bagi
usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, untuk itu
pemerintah perlu meningkatkan pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah;

bahwa untuk meningkatkan pelayanan pasar, Pemerintah
Daerah Kota Banjar telah melakukan pengembangan bangunan
pasar dan dengan memperhatikan perkembangan keadaan,
memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian;

bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan Daerah, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4244);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor
16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjar Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pegawai di lingkungan
Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang
pengelolaan pasar dan mendapat pendelegasian wewenang
dari Wali Kota.
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11.
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Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh
tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas
halaman/pelataran, parkir, bongkar muat, bangunan
berbentuk los, kios, ruko dan berbentuk lainnya yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada
kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk
Pedagang.

Tipe A adalah pasar tradisional dengan ciri jumlah
pedagang lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) orang
dalam satu area pasar, tinggi meja kios 60 cm (enam puluh
sentimeter) dan lebar koridor gang minimal 1,8 m (satu
koma delapan meter).

Tipe B adalah pasar tradisional dengan ciri jumlah
pedagang 501 sampai dengan 750 (lima ratus satu sampai
dengan tujuh ratus lima puluh) orang dalam satu area
pasar, tinggi meja kios 60 cm (enam puluh sentimeter) dan
lebar koridor gang minimal 1,8 m (satu koma delapan
meter).

Tipe C adalah pasar tradisional dengan ciri jumlah
pedagang 250 sampai dengan 500 orang (dua ratus lima
puluh sampai dengan lima ratus) dalam satu area pasar,
tinggi meja kios 60 cm (enam puluh sentimeter) dan lebar
koridor gang minimal 1,5 m (satu koma lima meter).

Ruko adalah bangunan yang mempunyai 2 (dua) fungsi
sekaligus dimana satu lantai untuk Berdagang/Berjualan
dan satu lantai lainnya untuk Tempat tinggal/Hunian.

Kios adalah bangunan tetap di pasar yang beratap dan
dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding
pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang
dipergunakan untuk usaha berjualan.

Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar
berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

Pelataran adalah ruang terbuka yang tidak memiliki atap
dan/atau dinding yang ada di lingkungan pasar,
disediakan, dan dikelola oleh Pemerintah yang dapat
dimanfaatkan sebagai tempat berdagang;

Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang
melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di
areal pasar.

Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan
kegiatannya secara tetap dengan mempergunakan tempat
berjualan permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.

Pedagang Tidak Tetap adalah pedagang yang melakukan
kegiatannya tidak mempergunakan tempat dagang
permanen di areal pasar, lingkungan pasar, dan tempat
berjualan umum.

Areal Pasar adalah lahan/tempat milik pemerintah daerah
yang dipergunakan bangunan dan fasilitas pasar.

Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar pasar yang
digunakan untuk berjualan dan/atau jasa baik yang
berbentuk Ruko, Kios, warung, pelataran, dan sejenisnya
dalam radius 500 (lima ratus) meter dari areal pasar.
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Fasilitas Pasar adalah fasilitas berupa halaman/pelataran,
parkir, bongkar muat, los, Kios dan atau toko dan bentuk
lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota atau yang
berada pada kawasan penataan pasar dan khusus
disediakan untuk pedagang.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja
sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko,
kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang
kecil, menengah, swadaya, masyarakat atau koperasi
dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses
jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas
pasar yang berupa halaman/pelataran, parkir, bongkar
muat, Los, Kios atau toko dan bentuk lainnya yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan
penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang,
tidak termasuk pasar yang dikelola oleh swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut  peraturan = perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran
Retribusiyang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali
Kota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan
atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.



26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

28.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran luas
tempat, jenis tempat, lokasi kios, dan tipe pasar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.



4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Retribusi terutang atas pelayanan pasar di pungut di wilayah
Daerah.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut
dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa karcis.

(4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Retribusi terutang ditagih kepada Wajib Retribusi.

(5) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
perdagangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1) Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan harus dibayar lunas sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang harus dibayar paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(3) Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap
pembayaran Retribusi.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan
STRD.
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(2)

(3)

(4)

(S)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2)
dikeluarkan dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib
Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan
penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali
Kota.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 15

Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan
STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Pengeluaran Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2)
dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib
Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan
penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali
Kota.

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 16

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali
Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan yang jelas.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
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(3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu
Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1) Wali Kota memutuskan permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) paling lama
6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan
diterima dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1)
telah lewat dan Wali Kota tidak memberi keputusan atas
permohonan keberatan yang diajukan, permohonan
keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI dihapus.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali
Kota.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung
diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi
dan sanksi administratif berupa bunga atau di
perhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

(3) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



13. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 19A

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dilakukan
dengan menerbitkan surat perintah membayar Retribusi.

Atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti
pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti
pembayaran.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 22

Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan,
dan pembebasan Retribusi.

Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi
sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) dengan
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain
dengan cara mengangsur.

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
diberikan kepada Subjek Retribusi:

a. yang tidak mampu;

b. tertimpa bencana alam;
c. korban kerusuhan; atau
d. subjek retribusi lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan,
dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 25

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4)
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelanggaran.

16. BAB XIX dihapus.
17. Pasal 29 dihapus.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Juli 2020
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 23 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT ( 2 /62/2020)
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

UMUM

Pasar merupakan perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga
sejak lama, dan juga merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan,
konsumen dan produsen. Dan sejak kepentingan konsumen, pasar menjadi
penyedia barang keperluan sehari-hari yang murah dan mudah untuk
memperolehnya. Sedangkan barang produsen digunakan sebagai sarana untuk
menawarkan barang-barang yang dihasilkannya. Dengan adanya pasar maka
dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat, dan dengan
hadirnya pasar akan memperlancar arus penyalur barang dagangan yang pada
umumnya dihasilkan oleh masyarakat setempat. Pemerintah Daerah
sebagaimana diatur kewenangannya oleh undang-undang, dapat
menyelenggarakan pelayanan pasar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk
memungut retribusi daerah dan pelayanan pasar yang dikelolanya. Peraturan
Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar,
perlu dilakukan penyesuaian terkait penyebutan nomenklatur perangkat daerah
yang menangani pasar daerah serta tarif retribusi akibat perubahan indeks
harga maupun adanya penambahan objek yang disediakan kepada pedagang
kecil dan menengah untuk jual beli.

Sehubungan hal tersebut diatas, dipandang perlu adanya Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup jelas
Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 40
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KLASIFIKASI
NO. OBJEK RETRIBUSI TARIF DASAR (Rp) PERHITUNGAN
1 |TIPE A
a. Kios:
1. Menghadap jalan umum 650,00 /m? /hari
2. Menghadap lorong tengah 600,00 /m?2 / hari
3. Menghadap gang 550,00 /m?2 / hari
b. Pelataran 1.200,00 /m?2/peristiwa
c. Los 1.500,00 peristiwa
2 |TIPE B
a. Kios
1. Menghadap jalan umum 2.000,00 peristiwa
2. Menghadap lorong tengah 1.750,00 peristiwa
3. Menghadap gang 1.500,00 peristiwa
b. Pelataran 1.200,00 /m? /peristiwa
c. Los 1.500,00 Peristiwa
d. Los Hewan:
1. Hewan besar 5.000,00 peristiwa
2. Hewan kecil 2.000,00 peristiwa
3 |TIPE C
a. Kios:
1. Menghadap jalan umum 500,00 peristiwa
2. Menghadap lorong tengah 500,00 peristiwa
3. Menghadap gang 500,00 peristiwa
b. Pelataran 500,00 peristiwa
c. Los 500,00 peristiwa
4 | MCK:
a. Buang Air Besar 2.000,00 /orang
b. Buang Air Kecil 1.000,00 /orang

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH



